SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 2
TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

Menimbang

Mengingat

- a.

1.

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

bahwa berdasarkan Lampiran D Butir 1 huruf h Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Lampiran E butir 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
vang menegaskan bahwa pada kondisi mendesak atau
perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional
atau daerah, pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan
APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2
Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran
2026.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);
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10.

1.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
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15.

16.

17,

18.

19.

20.

21,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 106 Tahun
2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan
Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

22. Peraturan Pemerintah.../5



22.

23.

24.

25.

26.

27,

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Transfer ke daerah dalam rangka Otonomi
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 302);

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Tunjangan Khusus Provinsi Papua;
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Menetapkan

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun
2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun
2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 Nomor 1);

35. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2026
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026
(Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 Nomor
2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Tengah
Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran
2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor
2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun Anggaran 2026 semula sebesar
Rp2.902.320.608.072,45 tidak mengalami perubahan
sehingga tetap sebesar Rp2.902.320.608.072,45 dengan
rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah

Semula Rp2.430.674.427.061,00
Bertambah /(Berkurang) Rp0,00
Jumlah Pendapatan Setelah Rp2.430.674.427.061,00
Perubahan
b. Belanja Daerah
Semula Rp2.902.320.608.072,45
Bertambah /(Berkurang) Rp0,00
Jumlah Belanja Setelah Rp2.902.320.608.072,45
Perubahan
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Surplus/(Defisit) (Rp471.646.181.011,45)
Pembiayaan Daerah
1) Penerimaan
Pembiayaan Rp471.646.181.011,45
Semula Rp0,00
Bertambah /(Berkurang) Rp471.646.181.011,45
Jumlah Penerimaan
Pembiayaan Setelah
Perubahan
2) Pengeluaran
Pembiayaan Rp0,00
Semula Rp0,00
Bertambah/(Berkurang) Rp0,00
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan Setelah
Perubahan
3) Jumlah Pembiayaan Rp471.646.181.011,45
Netto
e. Sisa lebih pembiayaan Rp0,00
anggaran setelah perubahan

a0

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf ¢ semula direncanakan sebesar
Rp219.585.239.432,00 bertambah sebesar
Rp1.500.000.000,00 sehingga menjadi sebesar
Rp221.085.239.432,00, yang terdiri atas:

a. belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
dan

b. belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik.

(2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula
direncanakan sebesar Rp218.307.474.632,00
bertambah sebesar Rp1.500.000.000,00 sehingga
menjadi sebesar Rp219.807.474.632,00

(3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rpl1.277.764.800,00.

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 27

(1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf ¢ semula
direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 berkurang
sebesar Rp1.500.000.000,00 sehingga menjadi sebesar
Rp48.500.000.000,00, yang terdiri atas belanja tidak
terduga.

(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) semula direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00
berkurang sebesar Rp1.500.000.000,00 sehingga
menjadi sebesar Rp48.500.000.000,00.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur Papua Tengah ini terdiri dari:

1. Lampiranl : Ringkasan penjabaran APBD yang
diklasifikasi menurut kelompok,
jenis, objek, rincian objek
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan tahun anggaran 2026.

2. Lampiran II : Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan tahun
anggaran 2026.

3. Lampiran llla : Daftar nama penerima, alamat dan
besaran alokasi hibah berupa uang
yang diterima serta perangkat
daerah pemberi hibah tahun
anggaran 2026.

4. Lampiran lllb : Daftar nama penerima, alamat dan
besaran alokasi hibah berupa barang
yang diterima serta perangkat
daerah pemberi hibah tahun
anggaran 2026.

5. Lampiran IVa : Daftar nama penerima, alamat dan
besaran alokasi bantuan sosial
berupa uang yang diterima serta

perangkat daerah pemberian
bantuan sosial tahun anggaran
2026.

6. Lampiran IVb : Daftar nama penerima, alamat dan

besaran alokasi bantuan sosial
berupa barang yang diterima serta
skpd pemberi bantuan sosial tahun
anggaran 2026.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Lampiran Va

Lampiran Vb

Lampiran Via

Lampiran VIb

Lampiran Vic

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Daftar nama penerima, alamat dan
besaran bantuan keuangan bersifat
umum yang diterima serta perangkat
daerah pemberi bantuan keuangan
tahun anggaran 2026.

Daftar nama penerima, alamat dan
besaran bantuan keuangan bersifat
khusus yang diterima serta
perangkat daerah pemberi bantuan
keuangan tahun anggaran 2026.
Daftar nama penerima, alamat dan
besaran belanja bagi hasil pajak
daerah kepada pemerintah
kabupaten tahun anggaran 2026.
Daftar nama penerima, alamat dan
besaran belanja bagi hasil pajak
daerah kepada pemerintah kota
tahun anggaran 2026.

Daftar nama penerima, alamat dan
besaran belanja bagi hasil pajak
daerah kepada pemerintah desa
tahun anggaran 2026.

Dana otonomi khusus menurut
urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek,
rincian objek, dan sub rincian objek
pendapatan, belanja dan
pembiayaan tahun anggaran 2026.
Rincian DBH-SDA pertambangan
minyak bumi dan pertambangan gas
alam menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program,
kegiatan,sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek

pendapatan, belanja dan
pembiayaan tahun anggaran 2025.
Rincian dana tambahan

infrastruktur menurut  urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, rincian
objek, dan sub rincian objek
pendapatan, belanja dan
pembiayaan tahun anggaran 2026.

sinkronisasi kebijakan pemerintah
provinsi dalam rancangan peraturan
daerah tentang APBD dan
rancangan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD dengan
program prioritas perbatasan negara
tahun anggaran 2025.
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Pasal I
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 16 Maret 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 16 Maret 2026

. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 013

.YUW;MJNG SH., M.H.
NP 119%506082002 121002



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN

ATAS

PERATURAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 2
TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 2026

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

PAPUA TENGAH

SEBELUM

SESUDAH

KODE URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp)
1 2 3 B3 9

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 543.070.387.742,00 543.070.387.742,00 0,00
(PAD)

4.1.01 Pajak Daerah 527.244.037.742,00 527.244.037.742,00 0,00

4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor 73.735.956.000,00 73.735.956.000,00 0,00
(PKB)

4.1.01.01.001 PKB-Mobil Penumpang-Sedan 186.317.000,00 186.317.000,00 0,00

4.1.01.01.001.00001 PKB-Mobil Penumpang- 186.317.000,00 186.317.000,00 0,00
Sedan-Pribadi

4.1.01.01.002 PKB-Mobil Penumpang-Jeep 7.128.899.000,00 7.128.899.000,00 0,00

4.1.01.01.002.00001 PKB-Mobil Penumpang-Jeep- 6.590.111.000,00 6.590.111.000,00 0,00
Pribadi

4.1.01.01.002.00002 PKB-Mobil Penumpang-Jeep- 36.348.000,00 36.348.000,00 0,00
Umum

4.1.01.01.002.00004 PKB-Mobil Penumpang-Jeep- 502.440.000,00 502.440.000,00 0,00
Pemerintah Daerah

4.1.01.01.003 PKB-Mobil Penumpang- 41.925.020.000,00 41.925.020.000,00 0,00
Minibus

4.1.01.01.003.00001 PKB-Mobil Penumpang- 40.626.974.000,00 40.626.974.000,00 0,00
Minibus-Pribadi

4.1.01.01.003.00002 PKB-Mobil Penumpang- 670.276.000,00 670.276.000,00 0,00
Minibus-Umum

4.1.01.01.003.00004 PKB-Mobil Penumpang- 627.770.000,00 627.770.000,00 0,00
Minibus-Pemerintah Daerah

4.1.01.01.004 PKB-Mobil Bus-Microbus 414.520.000,00 414.520.000,00 0,00

4.1.01.01.004.00001 PKB-Mobil Bus-Microbus- 227.447.000,00 227.447.000,00 0,00
Pribadi

4.1.01.01.004.00002 PKB-Mobil Bus-Microbus- 47.836.000,00 47.836.000,00 0,00
Umum

4.1.01.01.004.00004 PKB-Mobil Bus-Microbus- 139.237.000,00 139.237.000,00 0.00
Pemerintah Daerah

4.1.01.01.005 PKB-Mobil Bus-Bus 168.104.000,00 168.104.000,00 0,00

4.1.01.01.005.00001 PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi 124.385.000,00 124.385.000,00 0,00

4.1.01.01.005.00002 PKB-Mobil Bus-Bus-Umum 19.394.000,00 19.394.000,00 0,00

4.1.01.01.005.00004 PKB-Mobil Bus-Bus- 24.325.000,00 24.325.000,00 0,00
Pemerintah Daerah

4.1.01.01.006 PKB-Mobil Barang/Beban- 8.795.637.000,00 8.795.637.000,00 0,00
Pick Up

4.1.01.01.006.00001 PKB-Mobil Barang/Beban- 6.697.206.000,00 6.697.206.000,00 0,00
Pick Up-Pribadi

4.1.01.01.006.00002 PKB-Mobil Barang/Beban- 766.772.000,00 766.772.000,00 0,00
Pick Up-Umum

4.1.01.01.006.00004 PKB-Mobil Barang/Beban- 1.331.659.000,00 1.331.659.000,00 0,00
Pick Up-Pemerintah Daerah

4.1.01.01.007 PKB-Mobil Barang/Beban- 4.259.634.000,00 4.259.634.000,00 0,00
Light Truck

4,1.01.01.007.00001 PKB-Maobil Barang/Beban- 1.831.216.000,00 1.831.216.000,00 0,00
Light Truck-Pribadi

4.1.01.01.007.00002 PKB-Mobil Barang/Beban- 2.271.237.000,00 2.271.237.000,00 0,00




Light Truck-Umum

4.1.01.01.007.00003 | PKB-Mobil Barang/Beban- 8.093.000
Light Truck-Pemerintah Pusat o 8.099:000.90 e
4.1.01.01.007.00004 | PKB-Mobil Barang/Beban- 149.088.000,00 149.088.000,00 0,00
Light Truck-Pemerintah ' ’
Daerah
4.1.01.01.008 gKB—li\.{obi] Barang/Beban- 1.723.684.000,00 1.723.684.000,00 0,00
ruc
4.1.01.01.008.00001 PKB-Mobil Barang/Beban- 1.077.475.000,00 1.077.475.000,00 0,00
Truck-Pribadi -
4.1.01.01.008.00002 | PKB-Mobil Barang/Beban- 636.556.000,00 636.556.000,00 0,00
Truck-Umum ’
4.1.01.01.008.00003 | PKB-Mobhil Barang/Beban- 3.275.000,00 3.275.000,00 0,00
Truck-Pemerintah Pusat
4.1.01.01.008.00004 | PKB-Mobil Barang/Beban- 6.378.000,00 6.378.000,00 0,00
Truck-Pemerintah Daerah
4.1.01.01.009 PKB-Mobil Barang/Beban- 11.218.000,00 11.218.000,00 0,00
Blind Van
4.1.01.01.009.00001 PKB-Mobil Barang/Beban- 11.218.000,00 11.218.000,00 0,00
Blind Van-Pribadi
4,1.01.01.010 PKB-Sepeda Motor-Sepeda 9.005.234.000,00 9.005.234.000,00 0,00
Motor Roda Dua
4.1.01.01.010.00001 PKB-Sepeda Motor-Sepeda 8.615.307.000,00 8.615.307.000,00 0.00
Motor Roda Dua-Pribadi
4.1.01.01.010.00004 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda 389.927.000,00 389.927.000,00 0,00
Motor Roda Dua-Pemerintah
Daerah
4.1.01.01.011 PKB-Sepeda Motor-Sepeda 23.086.000,00 23.086.000,00 0,00
Motor Roda Tiga
4.1.01.01.011.00001 PKB-Sepeda Motor-Sepeda 22.263.000,00 22.263.000,00 0,00
Motor Roda Tiga-Pribadi
4.1.01.01.011.00004 | PKB-Sepeda Motor-Sepeda 823.000,00 823.000,00 0,00
Motor Roda Tiga-Pemerintah
Daerah
4.1.01.01.013 PKB-Kendaraan Khusus Alat 94 .603.000,00 94.603.000,00 0,00
Berat/Alat Besar
4.1.01.01.013.00001 PKB-Kendaraan Khusus Alat 20.823.000,00 20.823.000,00 0,00
Berat/Alat Besar-Pribadi
4,.1.01.01.013.00003 PKB-Kendaraan Khusus Alat 5.288.000,00 5.288.000,00 0,00
Berat/Alat Besar-Pemerintah
Pusat
4.1.01.01.013.00004 | PKB-Kendaraan Khusus Alat 68.492.000,00 68.492.000,00 0,00
Berat/Alat Besar-Pemerintah
Daerah
4.1.01.02 Bea Balik Nama Kendaraan 38.581.849.000,00 38.581.849.000,00 0,00
Bermotor (BBNKB)
4.1.01.02.001 BBNKB-Mobil Penumpang- 20.271.000,00 20.271.000,00 0,00
Sedan
4.1.01.02.001.00001 BBNKB-Mobil Penumpang- 20.271.000,00 20.271.000,00 0,00
Sedan
4.1.01.02.002 BBNKB-Mobil Penumpang- 855.775.000,00 855.775.000,00 0,00
Jeep
4.1.01.02.002.00001 BBNKB-Mobil Penumpang- 855.775.000,00 855.775.000,00 0,00
Jeep
4.1.01.02.003 BBNKB-Mobil Penumpang- 21.829.786.000,00 21.829.786.000,00 0,00
Minibus
4.1.01.02.003.00001 BBNKB-Mobil Penumpang- 21.829.786.000,00 21.829.786.000,00 0,00
Minibus
4.1.01.02.004 BBNKB-Mobil Bus-Microbus 50.051.000,00 50.051.000,00 0,00
4.1.01.02.004.00001 BBNKB-Mobil Bus-Microbus 50.051.000,00 50.051.000,00 0,00
4.1.01.02.006 BBNKB-Mobil Barang/Beban- 4.977.173.000,00 4.977.173.000,00 0,00
Pick Up
4.1.01.02.006.00001 BBNKB-Mobil Barang/Beban- 4.977.173.000,00 4.977.173.000,00 0.00
Pick Up
4.1.01.02.007 BBNKB-Mobil Barang/Beban- 1.233.881.000,00 1.233.881.000,00 0,00
Light Truck
4.1.01.02.007.00001 BBNKB-Mobil Barang/Beban- 1.233.881.000,00 1.233.881.000,00 0,00
Light Truck
4.1.01.02.008 BBNKB-Mobil Barang/Beban- 369.648.000,00 369.648.000,00 0,00
Truck
4.1.01.02.008.00001 BBNKB-Mobil Barang/Beban- 369.648.000,00 369.648.000,00 0,00
Truck
15.209.000,00 15.209.000,00 0,00

4.1.01.02.009

BBNKB-Mobil Barang/Beban-




Blind Van
4.1.01.02.009.00001 BBNKB-Mobil Barang/Beban- 15.209.000,00 15.209.000,00 0,00
Blind Van
4.1.01.02.010 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda 9.099.474.000,00 9.099.474.000,00 0,00
Motor Roda Dua
4.1.01.02.010.00001 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda 9.099.474.000,00 9.099.474.000,00 0,00
Motor Roda Dua
4.1.01.02.011 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda 66.467.000,00 66.467.000,00 0,00
Motor Roda Tiga
4.1.01.02.011.00001 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda 66.467.000,00 66.467.000,00 0,00
Motor Roda Tiga
4.1.01.02.013 BBNKB-Kendaraan  Khusus 64.114.000,00 64.114.000,00 0,00
Alat Berat
4.1.01.02.013.00001 | BBNKB-Kendaraan  Khusus 64.114.000,00 64.114.000,00 0,00
Alat Berat
4.1.01.03 Pajak Bahan Bakar 61.997.571.000,00 61.997.571.000,00 0,00
Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4.1.01.03.001 PBBKB-Bahan Bakar Bensin 34.194.428.000,00 34.194.428.000,00 0,00
4.1.01.03.001.00001 | PBBKB Bahan Bakar Bensin 34.194.428.000,00 34.194.428.000,00 0,00
4.1.01.03.002 PBBKB-Bahan Bakar Solar 27.803.143.000,00 27.803.143.000,00 0,00
4.1.01.03.002.00001 | PBBKB Bahan Bakar Solar 27.803.143.000,00 27.803.143.000,00 0,00
4.1.01.04 Pajak Air Permukaan 243.831.600.000,00 | 243.831.600.000,00 0,00
4.1.01.04.001 Pajak Air Permukaan 243.831.600.000,00 | 243.831.600.000,00 0,00
4.1.01.04.001.00001 | Pajak Air Permukaan 243.831.600.000,00 | 243.831.600.000,00 0,00
4.1.01.05 Pajak Rokok 105.497.061.742,00 105.497.061.742,00 0,00
4.1.01.05.001 Pajak Rokok 105.497.061.742,00 105.497.061.742,00 0,00
4.1.01.05.001.00001 | Pajak Rokok 105.497.061.742,00 105.497.061.742,00 0,00
4.1.01.17 Pajak Alat Berat 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
4.1.01.17.001 Pajak Alat Berat 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
4.1.01.17.001.00001 Pajak Alat Berat 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
4.1.01.18 Opsen Pajak Mineral Bukan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00
Logam dan Batuan (MBLB)
4.1.01.18.001 Opsen Pajak Mineral Bukan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00
Logam dan Batuan (MBLB)
4.1.01.18.001.00001 | Opsen Pajak Mineral Bukan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00
Logam dan Batuan (MBLB)
4.1.02 Retribusi Daerah 76.350.000,00 76.350.000,00 0,00
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 76.350.000,00 76.350.000,00 0,00
4.1.02.02.012 Retribusi Penyediaan Tempat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
Kegiatan Usaha berupa Pasar,
Grosir, Pertokoan, dan
Tempat Kegiatan Usaha
Lainnya
4.1.02.02.012.00001 | Retribusi Penyediaan Tempat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
Kegiatan Usaha berupa Pasar,
Grosir, Pertokoan, dan
Tempat Kegiatan Usaha
Lainnya
4,1.02.02.016 Retribusi Pelayanan Jasa 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00
Kepelabuhanan
4,1.02.02.016.00001 Retribusi  Pelayanan Jasa 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00
Kepelabuhanan
4.1.02.02.020 Retribusi Pemanfaatan Aset 43.150.000,00 43.150.000,00 0,00
Daerah
4.1.02.02.020.00001 Retribusi Pemanfaatan Aset 43.150.000,00 43.150.000,00 0,00
Daerah
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 15.750.000.000,00 15.750.000.000,00 0,00
4.1.04.05 Jasa Giro 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00
4.1.04.05.001 Jasa Giro pada Kas Daerah 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00
4.1.04.05.001.00001 | Jasa Giro pada Kas Daerah 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00
4.1.04.27 Pendapatan  atas  Sanksi 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00
Administrasi Pajak Daerah
4.1.04.27.001 Pendapatan Denda Pajak 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00
Daerah
4.1.04.27.001.00003 | Pendapatan Denda PKB-Mobil 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00
Penumpang-Minibus
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.047.833.162.000,00 | 1.047.833.162.000,00 0,00
4.2.01 Pendapatan Transfer 1.047.833.162.000,00 | 1.047.833.162.000,00 0,00
Pemerintah Pusat
4.2.01.03 Dana Otonomi Khusus dan 305.239.491.000,00 | 305.239.491.000,00 0,00




Dana Tambahann
Infrastruktur

4.2.01.03.008 I]Z,)aam:l Otonomi Khusus 1%- 92.903.936.000,00 92.903.936.000,00 0,00

pua g

4.2.01.03.008.00002 | Dana Otonomi Khusus 1%- 42.930.477.600,00 42.930.477.600,00 0,00
Papua-Kesehatan ; 2

4.2.01.03.008.00003 | Dana Otonomi Khusus 1%- 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00
Papua-Administrasi ’
Pemerintahan

4.2.01.03.008.00004 | Dana Otonomi Khusus 1%- 29.973.458.400,00 29.973.458.400,00 0,00
Papua-Infrastruktur

4.2.01.03.008.00018 | Dana Otonomi Khusus 1%- 16.800.000.000,00 16.800.000.000,00 0,00
Papua-Sosial

4.2.01.03.011 Dana Otonomi Khusus 119.907.122.000,00 119.907.122.000,00 0,00
1,25%-Papua

4.2.01.03.011.00001 | Dana Otonomi Khusus 65.972.136.600,00 65.972.136.600,00 0,00
1,25%-Papua-Pendidikan

4.2.01.03.011.00002 | Dana Otonomi Khusus 23.981.424.400,00 23.981.424.400,00 0,00
1,25%-Papua-Kesehatan

4.2.01.03.011.00003 | Dana Otonomi Khususl,25%- 29.953.561.000,00 29.953.561.000,00 0,00
Papua-Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat

4.2.01.03.012 DTI-Papua 92.428.433.000,00 92.428.433.000,00 0.00

4.2.01.03.012.00002 | DTI-Papua-Energi Listrik 36.971.373.200,00 36.971.373.200,00 0,00

4.2.01.03.012.00003 | DTI Papua-Air Bersih 55.457.059.800,00 55.457.059.800,00 0,00

4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 346.386.059.000,00 | 346.386.059.000,00 0,00

4.2.01.07.001 DBH Pajak 87.962.661.000,00 87.962.661.000,00 0,00

4.2.01.07.001.00001 DBH PBB 33.048.844.000,00 33.048.844.000,00 0,00

4.2.01.07.001.00002 | DBH PPh Pasal 21 54.913.817.000,00 54.913.817.000,00 0,00

4.2.01.07.002 DBH Sumber Daya Alam 257.759.275.000,00 | 257.759.275.000,00 0,00
(SDA)

4.2.01.07.002.00005 | DBH SDA Mineral dan 252.417.784.000,00 | 252.417.784.000,00 0,00
Batubara-Royalty

4.2.01.07.002.00006 | DBH SDA Kehutanan-Provisi 665.119.000,00 665.119.000,00 0,00
Sumber Daya Hutan (PSDH)

4.2.01.07.002.00008 | DBH SDA Kehutanan Dana 4.676.372.000,00 4.676.372.000,00 0,00
Reboisasi (DR)

4.2.01.07.003 DBH Lainnya 664.123.000,00 664.123.000,00 0,00

4.2.01.07.003.00001 DBH Sawit 664.123.000,00 664.123.000,00 0,00

4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 385.904.367.000,00 | 385.904.367.000,00 0,00

4.2.01.08.001 DAU yang Tidak Ditentukan 377.572.312.000,00 | 377.572.312.000,00 0,00
Penggunaannya

4.2.01.08.001.00001 DAU 377.572.312.000,00 | 377.572.312.000,00 0,00

4.2.01.08.002 DAU yang Ditentukan 8.332.055.000,00 8.332.055.000,00 0,00
Penggunaannya

4.2.01.08.002.00004 | DAU yang Ditentukan 691.094.000,00 691.094.000,00 0,00
Penggunaannya Bidang
Pendidikan

4.2.01.08.002.00005 | DAU yang Ditentukan 7.640.961.000,00 7.640.961.000,00 0,00
Penggunaannya Bidang
Kesehatan

4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 10.303.245.000,00 10.303.245.000,00 0,00

4.2.01.09.002 DAK Non Fisik 10.303.245.000,00 10.303.245.000,00 0,00

4.2.01.09.002.00001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler 4.762.530.000,00 4.762.530.000,00 0,00

4.2.01.09.002.00003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja 159.500.000,00 159.500.000,00 0,00

4.2.01.09.002.00032 | DAK Non Fisik-Dana BOK- 2.831.663.000,00 2.831.663.000,00 0,00
BOK Dinas-BOK Provinsi

4.2.01.09.002.00036 | DAK Non Fisik-Tunjangan 2.549.552.000,00 2.549.552.000,00 0,00
Guru ASN Daerah-Tunjangan
Profesi Guru

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN 839.770.877.319,00 | 839.770.877.319,00 0,00
DAERAH YANG SAH

4.3.01 Pendapatan Hibah 1.075.000.000,00 1.075.000.000,00 0,00

4.3.01.05 Sumbangan Pihak 1.075.000.000,00 1.075.000.000,00 0,00
Ketiga /Sejenis

4.3.01.05.001 Sumbangan Pihak 1.075.000.000,00 1.075.000.000,00 0,00
Ketiga /Sejenis

4.3.01.05.001.00001 | Sumbangan Pihak 1.075.000.000,00 1.075.000.000,00 0,00
Ketiga /Sejenis

4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai 838.695.877.319,00 | 838.695.877.319,00 0,00
dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

4.3.03.03 Pendapatan Bagi Hasil 838.695.877.319,00| 838.695.877.319,00 0,00




Pemegang IUPK atas
Pertambangan Mineral Logam
dan Batu Bara

4.3.03.03.001 Pendapatan Bagi Hasil 838.695.877.319,00
Pemegang IUPK alia s 838.695.877.319,00 0.00
Pertambangan Mineral Logam
dan Batu Bara

4.3.03.03.001.00001 Pendapatan Bagi Hasil 838.695.877.319,00 | 838.695.877.319.00 0,00
Pemegang IUPK atas : ’
Pertambangan Mineral Logam
dan Batu Bara kepada
Pemerintah Provinsi
Jumlah Pendapatan 2.430.674.427.061,00 | 2.430.674.427.061,00 0,00

5 BELANJA DAERAH ’

5.1 BELANJA OPERASI 1.996.674.645.091,05 | 1.998.174.645.091,05 1.500.000.000,00

5.1.01 Belanja Pegawai 521.514.078.624,05 521.514.078.624,05 0,00

5.1.01.01 ;l;l;nja Gaji dan Tunjangan 187.647.214.557,05 187.647.214.557,05 0,00

5.1.01.01.001 Belanja Gaji Pokok ASN 118.036.892.128,05 118.036.892.128,05 0,00

5.1.01.01.001.00001 Belanja Gaji Pokok PNS 118.036.892.128,05 118.036.892.128,05 0,00

5.1.01.01.002 Belanja Tunjangan Keluarga 9.400.933.792,00 9.400.933.792,00 0,00
ASN

5.1.01.01.002.00001 Belanja Tunjangan Keluarga 9.400.933.792,00 9.400.933.792,00 0,00
PNS

5.1.01.01.003 Belanja Tunjangan Jabatan 6.805.093.579,00 6.805.093.579,00 0,00
ASN

5.1.01.01.003.00001 Belanja Tunjangan Jabatan 6.805.093.579,00 6.805.093.579,00 0,00
PNS

5.1.01.01.004 Belanja Tunjangan 401.440.896,00 401.440.896,00 0,00
Fungsional ASN

5.1.01.01.004.00001 Belanja Tunjangan 401.440.896,00 401.440.896,00 0,00
Fungsional PNS

5.1.01.01.005 Belanja Tunjangan 5.194.348.370,00 5.194.348.370,00 0,00
Fungsional Umum ASN

5.1.01.01.005.00001 Belanja Tunjangan 5.194.348.370,00 5.194.348.370,00 0,00
Fungsional Umum PNS

5.1.01.01.006 Belanja Tunjangan Beras ASN 10.272.960.281,00 10.272,960.281,00 0,00

5.1.01.01.006.00001 Belanja Tunjangan Beras PNS 10.272.960.281,00 10.272.960.281,00 0,00

5.1.01.01.007 Belanja Tunjangan 1.048.702.833,00 1.048.702.833,00 0,00
PPh/Tunjangan Khusus ASN

5.1.01.01.007.00001 Belanja Tunjangan 1.048.702.833,00 1.048.702.833,00 0,00
PPh/Tunjangan Khusus PNS

5.1.01.01.008 Belanja Pembulatan Gaji ASN 2.438.672,00 2.438.672,00 0,00

5.1.01.01.008.00001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.438.672,00 2.438.672,00 0,00

5.1.01.01.009 Belanja luran Jaminan 16.285.109.312,00 16.285.109.312,00 0,00
Kesehatan ASN

5.1.01.01.009.00001 Belanja luran Jaminan 16.285.109.312,00 16.285.109.312,00 0,00
Kesehatan PNS

5.1.01.01.010 Belanja Iuran Jaminan 287.731.592,00 287.731.592,00 0,00
Kecelakaan Kerja ASN

5.1.01.01.010.00001 Belanja Iuran Jaminan 287.731.592,00 287.731.592,00 0,00
Kecelakaan Kerja PNS

5.1.01.01.011 Belanja luran Jaminan 863.194.776,00 863.194.776,00 0,00
Kematian ASN

5.1.01.01.011.00001 Belanja Iuran Jaminan 863.194.776,00 863.194.776,00 0,00
Kematian PNS

5.1.01.01.012 Belanja Iuran  Simpanan 5.887.477.567,00 5.887.477.567,00 0,00
Peserta Tabungan Perumahan
Rakyat ASN

5.1.01.01.012.00001 Belanja Iuran  Simpanan 5.887.477.567,00 5.887.477.567,00 0,00
Peserta Tabungan Perumahan
Rakyat PNS

5.1.01.01.014 Belanja Tunjangan Khusus*) 13.160.890.759,00 13.160.890.759,00 0,00

5.1.01.01.014.00001 Belanja Tunjangan Khusus?) 13.160.890.759,00 13.160.890.759,00 0,00

5.1.01.02 Belanja Tambahan 255.304.212.094,00| 255.304.212.094,00 0,00
Penghasilan ASN

5.1.01.02.001 Tambahan Penghasilan 237.005.138.962,00 | 237.005.138.962,00 0,00
berdasarkan Beban Kerja ASN

5.1.01.02.001.00001 Tambahan Penghasilan 237.005.138.962,00| 237.005.138.962,00 0,00
berdasarkan Beban Kerja PNS

5.1.01.02.006 Tambahan Penghasilan 18.299.073.132,00 18.299.073.132,00 0,00

berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN
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5.1.01.02.006.00001

Belanja Insentif bagi ASN atas
Pemungutan Pajak Daerah-
Pajak Kendaraan Bermotor

2.212.078.680,00

2.212.078.680,00

0,00

5.1.01.02.006.00002

Belanja Insentif bagi ASN atas
Pemungutan Pajak Daerah-
Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor

1.157.455.470,00

1.157.455.470,00

0,00

5.1.01.02.006.00003

Belanja Insentif bagi ASN atas
Pemungutan Pajak Daerah-
Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor

1.859.927.130,00

1.859.927.130,00

0,00

5.1.01.02.006.00004

Belanja Insentif bagi ASN atas
Pemungutan Pajak Daerah-
Pajak Air Permukaan

7.314.948.000,00

7.314.948.000,00

0,00

5.1.01.02.006.00005

Belanja Insentif bagi ASN atas
Pemungutan Pajak Daerah-
Pajak Rokok

3.164.911.852,00

3.164.911.852,00

0,00

5.1.01.02.006.00017

Belanja Insentif bagi ASN atas
Pemungutan Pajak Daerah-
Pajak Alat Berat

18.000.000,00

18.000.000,00

0,00

5.1.01.02.006.00064

Belanja Tunjangan Profesi
Guru (TPG) PNSD

2.549.552.000,00

2.549.552.000,00

0,00

5.1.01.02.006.00069

Belanja Jasa Pengelolaan
BMD yang Tidak
Menghasilkan Pendapatan

22.200.000,00

22.200.000,00

0,00

5.1.01.04

Belanja Gaji dan Tunjangan
DPRD

54.166.106.853,00

54.166.106.853,00

0,00

5.1.01.04.001

Belanja Uang Representasi
DPRD

1.782.900.000,00

1.782.900.000,00

0,00

5.1.01.04.001.00001

Belanja Uang Representasi
DPRD

1.782.900.000,00

1.782.900.000,00

0,00

5.1.01.04.002

Belanja Tunjangan Keluarga
DPRD

748.818.000,00

748.818.000,00

0,00

5.1.01.04.002.00001

Belanja Tunjangan Keluarga
DPRD

748.818.000,00

748.818.000,00

0,00

5.1.01.04.003

Belanja Tunjangan  Beras
DPRD

345.587.200,00

345.587.200,00

0,00

5.1.01.04.003.00001

Belanja Tunjangan Beras
DPRD

345.587.200,00

345.587.200,00

0,00

5.1.01.04.004

Belanja Uang Paket DPRD

178.290.000,00

178.290.000,00

0,00

5.1.01.04.004.00001

Belanja Uang Paket DPRD

178.290.000,00

178.290.000,00

0,00

5.1.01.04.005

Belanja Tunjangan Jabatan
DPRD

2.585.205.000,00

2.585.205.000,00

0,00

5.1.01.04.005.00001

Belanja Tunjangan Jabatan
DPRD

2.585.205.000,00

2.585.205.000,00

0,00

5.1.01.04.006

Belanja Tunjangan Alat
Kelengkapan DPRD

583.857.000,00

583.857.000,00

0,00

5.1.01.04.006.00001

Belanja Tunjangan Alat
Kelengkapan DPRD

583.857.000,00

583.857.000,00

0,00

5.1.01.04.007

Belanja Tunjangan Alat
Kelengkapan Lainnya DPRD

71.253.000,00

71.253.000,00

0,00

5.1.01.04.007.00001

Belanja  Tunjangan Alat
Kelengkapan Lainnya DPRD

71.253.000,00

71.253.000,00

0,00

5.1.01.04.008

Belanja Tunjangan
Komunikasi Intensif Pimpinan
dan Anggota DPRD

10.080.000.000,00

10.080.000.000,00

0,00

5.1.01.04.008.00001

Belanja Tunjangan
Komunikasi Intensif Pimpinan
dan Anggota DPRD

10.080.000.000,00

10.080.000.000,00

0,00

5.1.01.04.009

Belanja Tunjangan Reses
DPRD

2.520.000.000,00

2.520.000.000,00

0,00

5.1.01.04.009.00001

Belanja Tunjangan Reses
DPRD

2.520.000.000,00

2.520.000.000,00

0,00

5.1.01.04.010

Belanja Pembebanan PPh
kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD

334.936.037,00

334.936.037,00

0,00

5.1.01.04.010.00001

Belanja Pembebanan PPh
kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD

334.936.037,00

334.936.037,00

0,00

5.1.01.04.012

Belanja Tunjangan
Kesejahteraan Pimpinan dan
Anggota DPRD

20.680.460.616,00

20.680.460.616,00

0,00

5.1.01.04.012.00001

Belanja luran Jaminan
Kesehatan bagi DPRD

230.881.320,00

230.881.320,00

0,00




5.1.01.04.012.00002 | Belanja Jaminan Kecelakaan 4.279.296,00 4.279.296,00 0,00
Kerja DPRD .

5.1.01.04.012.00003 Belanja Jaminan Kematian 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00
DPRD '

5.1.01.04.012.00004 Belanja Tunjangan 20.422.800.000,00 20.422.800.000,00 0,00
Perumahan DPRD

5.1.01.04.013 Belanja Tunjangan 14.254.800.000,00 14.254.800.000,00 0,00
Transportasi DPRD

5.1.01.04.013.00001 | Belanja Tunjangan 14.254.800.000,00 14.254.800.000,00 0,00
Transportasi DPRD

5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan 308.941.354.00 308.941.354,00 0,00
KDH/WKDH

5.1.01.05.001 Belanja Gaiji Pokok 86.100.000,00 86.100.000,00 0,00
KDH/WKDH

5.1.01.05.001.00001 | Belanja Gaji Pokok 86.100.000,00 86.100.000,00 0,00
KDH/WKDH

5.1.01.05.002 Belanja Tunjangan Keluarga 13.776.000,00 13.776.000,00 0,00
KDH/WKDH

5.1.01.05.002.00001 Belanja Tunjangan Keluarga 13.776.000,00 13.776.000,00 0,00
KDH/WKDH

5.1.01.05.003 Belanja Tunjangan Jabatan 154.980.000,00 154.980.000,00 0,00
KDH/WKDH

5.1.01.05.003.00001 | Belanja Tunjangan Jabatan 154.980.000,00 154.980.000,00 0,00
KDH/WKDH

5.1.01.05.004 Belanja Tunjangan Beras 28.700.000,00 28.700.000,00 0,00
KDH/WKDH

5.1.01.05.004.00001 Belanja Tunjangan  Beras 28.700.000,00 28.700.000,00 0,00
KDH/WKDH

5.1.01.05.005 Belanja Tunjangan 12.742.800,00 12.742.800,00 0,00
PPh/Tunjangan Khusus
KDH/WKDH

5.1.01.05.005.00001 Belanja Tunjangan 12.742.800,00 12.742.800,00 0,00
PPh/Tunjangan Khusus
KDH/WKDH

5.1.01.05.006 Belanja  Pembulatan  Gaji 1.694,00 1.694,00 0,00
KDH/WKDH

5.1.01.05.006.00001 Belanja  Pembulatan  Gaji 1.694,00 1.694,00 0,00
KDH/WKDH

5.1.01.05.007 Belanja luran Jaminan 10.194.240,00 10.194.240,00 0,00
Keschatan bagi KDH/WEKDH

5.1.01.05.007.00001 Belanja Iuran Jaminan 10.194.240,00 10.194.240,00 0,00
Kesehatan bagi KDH/WKDH

5.1.01.05.008 Belanja Iuran Jaminan 611.656,00 611.656,00 0,00
Kecelakaan Kerja
KDH/WKDH

5.1.01.05.008.00001 Belanja Turan Jaminan 611.656,00 611.656,00 0,00
Kecelakaan Kerja
KDH/WKDH

5.1.01.05.009 Belanja luran Jaminan 1.834.964,00 1.834.964,00 0,00
Kematian KDH/WKDH

5.1.01.05.009.00001 Belanja luran Jaminan 1.834.964,00 1.834.964,00 0,00
Kematian KDH/WKDH

5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya 1.682.000.000,00 1.682.000.000,00 0,00
Pimpinan  DPRD  serta
KDH/WKDH

5.1.01.06.001 Belanja Dana Operasional 432.000.000,00 432.000.000,00 0,00
Pimpinan DPRD

5.1.01.06.001.00001 Belanja Dana Operasional 432.000.000,00 432.000.000,00 0,00
Pimpinan DPRD

5.1.01.06.002 Belanja Dana Operasional 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00
KDH/WKDH

5.1.01.06,002.00001 Belanja Dana Operasional 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00
KDH/WKDH

5.1.01.07 Belanja Gaji dan Tunjangan 22.405.603.766,00 22.405.603.766,00 0,00
MRP

5.1.01.07.001 Belanja Uang Representasi 1.203.930.000,00 1.203.930.000,00 0,00
MRP

5.1.01.07.001.00001 | Belanja Uang Representasi 1.203.930.000,00 1.203.930.000,00 0,00
MRP

5.1.01.07.002 Belanja Tunjangan Keluarga 168.550.200,00 168.550.200,00 0,00
MRP

5.1.01.07.002.00001 Belanja Tunjangan Keluarga 168.550.200,00 168.550.200,00 0,00




-

5.1.01.07.003

hBﬂf;;;nja Tunjangan  Beras 410.424.000,00 410.424.000,00 0,00

5.1.01.07.003.00001 Belanja Tunjangan Beras 410.424.000,00 410.424.000,00 0,00
MRP

5.1.01.07.004 Belanja Uang Paket MRP 103.194.000,00 103.194.000,00 0,00

5.1.01.07.004.00001 Belanja Uang Paket MRP 103.194.000,00 103.194.000,00 0,00

5.1.01.07.005 E:};anja Tunjangan Jabatan 1.745.698.500,00 1.745.698.500,00 0,00

i

5.1.01.07.005.00001 Belanja Tunjangan Jabatan 1.745.698.500,00 1.745.698.500,00 0,00
MRP

5.1.01.07.006 Belanja Tunjangan Kelompok 47.628.000,00 47.628.000,00 0,00
Kerja MRP

5.1.01.07.006.00001 Belanja Tunjangan Kelompok 47.628.000,00 47.628.000,00 0,00
Kerja MRP

5.1.01.07.008 Belanja Tunjangan 3.212.460.000,00 3.212.460.000,00 0.00
Komunikasi Intensif MRP

5.1.01.07.008.00001 | Belanja Tunjangan 3.212.460.000,00 3.212.460.000,00 0,00
Komunikasi Intensif MRP

5.1.01.07.010 Belanja Pembebanan PPh 27.312.558,00 27.312.558,00 0,00
kepada Pimpinan dan
Anggota MRP

5.1.01.07.010.00001 Belanja Pembebanan PPh 27.312.558,00 27.312.558,00 0,00
kepada Pimpinan dan
Anggota MRP

5.1.01.07.012 Belanja Tunjangan 15.486.406.508,00 15.486.406.508,00 0,00
Kesejahteraan Pimpinan dan
Anggota MRP

5.1.01.07.012.00001 Belanja Iuran Jaminan 301.174.508,00 301.174.508,00 0,00
Kesehatan bagi MRP

5.1.01.07.012.00003 | Belanja Jaminan Kematian 515.970.000,00 515.970.000,00 0,00
MRP

5.1.01.07.012.00004 | Belanja Tunjangan 14.669.262.000,00 14.669.262.000,00 0,00
Perumahan MRP

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.223.365.327.035,00 | 1.223.365.327.035,00 0,00

5.1.02.01 Belanja Barang 623.684.270.608,00 | 623.684.270.608,00 0,00

5.1.02.01.001 Belanja Barang Pakai Habis 623.063.232.324,00 | 623.063.232.324,00 0,00

5.1.02.01.001.00001 Belanja Bahan-Bahan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
Bangunan dan Konstruksi

5.1.02.01.001.00004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar 12.151.649.319,00 12.151.649.319,00 0,00
dan Pelumas

5.1.02.01.001.00008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit 14.950.451.000,00 14.950.451.000,00 0,00
Tanaman

5.1.02.01.001.00012 | Belanja Bahan-Bahan 717.310.000,00 717.310.000,00 0,00
Lainnya

5.1.02.01.001.00013 | Belanja Suku Cadang-Suku 70.621.200,00 70.621.200,00 0,00
Cadang Alat Angkutan

5.1.02.01.001.00024 | Belanja Alat/Bahan untuk 12.259.441.936,00 12.259.441.936,00 0,00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor

5.1.02.01.001.00025 | Belanja Alat/Bahan untuk 6.494.320.816,00 6.494.320.816,00 0,00
Kegiatan Kantor- Kertas dan
Cover

5.1.02.01.001.00026 | Belanja Alat/Bahan untuk 31.732.929.644,00 31.732.929.644,00 0,00
Kegiatan Kantor- Bahan
Cetak

5.1.02.01.001.00027 | Belanja Alat/Bahan untuk 1.829.950.000,00 1.829.950.000,00 0.00
Kegiatan Kantor-Benda Pos

5.1.02.01.001.00029 | Belanja Alat/Bahan untuk 75.050.500,00 75.050.500,00 0,00
Kegiatan Kantor-Bahan
Komputer

5.1.02.01.001.00030 | Belanja Alat/Bahan untuk 3.274.939.930,00 3.274.939.930,00 0,00
Kegiatan Kantor-Perabot
Kantor

5.1.02.01.001.00031 Belanja Alat/Bahan untuk 447.115.100,00 447.115.100,00 0,00
Kegiatan Kantor-Alat Listrik

5.1.02.01.001.00033 | Belanja Alat/Bahan untuk 274.038.110,00 274.038.110,00 0,00
Kegiatan Kantor- Kaporlap
dan Perlengkapan Satwa

5.1.02.01.001.00035 | Belanja Alat/Bahan untuk 3.007.266.800,00 3.007.266.800,00 0,00
Kegiatan Kantor-
Suvenir/Cendera Mata

5.1.02.01.001.00036 225.000,00 225.000,00 0,00

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan




untuk Kegiatan Kantor
Lainnya

5.1.02.01.001.00037

Belanja Obat-Obatan-Obat

4.956.604,00 .956.
5.1.02.01.001.00039 | Belanja  Barang  untuk 69.771.859.104,00 59.77?.328 ?g:’gg 3’38
Dijual/Diserahkan  kepada ST ’
Masyarakat
5.1.02.01.001.00040 | Belanja Barang untuk 226.194.593.687
Dijual/ Diserahkan Bicagres 00| 226.194.593.687,00 0,00
Pihak Ketiga/Pihak Lain
5.1.02.01.001.00043 Eelanja Natura dan Pakan- 7.030.301.010,00 7.030.301.010,00 0,00
atura ’
5.1.02.01.001.00052 | Belanja Makanan dan 86.003.693.352,00 86.003.693.352,00 0,00
Minuman Rapat )
5.1.02.01.001.00053 | Belanja Makanan dan 46.077.374.212,00 46.077.374.212,00 0,00
Minuman Jamuan Tamu '
5.1.02.01.001.00055 | Belanja Makanan dan 6.412.371.000,00 6.412.371.000,00 0,00
Minuman pada Fasilitas
Pelayanan Urusan Pendidikan
5.1.02.01.001.00058 | Belanja Makanan dan 88.777.230.000,00 88.777.230.000,00 0,00
Minuman Aktivitas Lapangan
5.1.02.01.001.00059 | Belanja Pakaian Dinas KDH 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00
dan WKDH
5.1.02.01.001.00060 | Belanja Pakaian Dinas dan 0,00 0,00 0,00
Atribut Pimpinan dan Anggota
DPRD
5.1.02.01.001.00061 | Belanja Pakaian Sipil Harian 471.130.000,00 471.130.000,00 0,00
(PSH)
5.1.02.01.001.00063 | Belanja Pakaian Dinas Harian 1.051.375.000,00 1.051.375.000,00 0,00
(PDH)
5.1.02.01.001.00064 | Belanja Pakaian Dinas 1.461.464.000,00 1.461.464.000,00 0,00
Lapangan (PDL)
5.1.02.01.001.00065 | Belanja Pakaian Sipil Resmi 113.300.000,00 113.300.000,00 0,00
(PSR)
5.1.02.01.001.00073 | Belanja Pakaian KORPRI 368.000.000,00 368.000.000,00 0,00
5.1.02.01.001.00075 | Belanja Pakaian Batik 600.450.000,00 600.450.000,00 0,00
Tradisional
5.1.02.01.001.00076 | Belanja Pakaian Olahraga 1.163.900.000,00 1.163.900.000,00 0,00
5.1.02.01.001.00078 | Belanja Pakaian Jas/Safari 171.925.000,00 171.925.000,00 0,00
5.1.02.01.004 Belanja Aset Tetap yang Tidak 621.038.284,00 621.038.284,00 0,00
Memenuhi Kriteria
Kapitalisasi
5.1.02.01.004.00537 | Belanja Gedung dan 621.038.284,00 621.038.284,00 0,00
Bangunan-Bangunan
Gedung-Bangunan  Gedung
TempatKerja-Bangunan
Industri
5.1.02.02 Belanja Jasa 382.065.585.091,00 | 382.065.585.091,00 0,00
5.1.02.02.001 Belanja Jasa Kantor 195.634.339.525,00 195.634.339.525,00 0,00
5.1.02.02.001.00001 | Belanja Jasa Pengelolaan 114.400.000,00 114.400.000,00 0,00
BMD yang Tidak
Menghasilkan Pendapatan
5.1.02.02.001.00003 | Honorarium Narasumber atau 15.529.400.000,00 15.529.400.000,00 0,00
Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia
5.1.02.02.001.00004 | Honorarium Tim Pelaksana 14.714.000.000,00 14.714.000.000,00 0,00
Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan
5.1.02.02.001.00005 | Honorarium Pemberi 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 0,00
Keterangan Ahli, Saksi Ahli,
dan Beracara
5.1.02.02.001.00006 | Honorarium Penyuluhan atau 950.400.000,00 950.400.000,00 0,00
Pendampingan
5.1.02.02.001.00007 | Honorarium Rohaniwan 125.600.000,00 125.600.000,00 0,00
5.1.02.02.001.00008 | Honorarium Tim Penyusunan 376.940.000,00 376.940.000,00 0,00
Jurnal, Buletin, Majalah,
Pengelola Teknologi Informasi
dan Pengelola Website
5.1.02.02.001.00009 | Honorarium  Penyelenggara 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00
Ujian
5.1.02.02.001.00010 | Honorarium Penulisan Butir 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Soal Tingkat Provinsi,
Kabupaten atau Kota
348.000.000,00 348.000.000,00 0,00

5.1.02.02.001.00012

Honorarium Tim Anggaran
Pemerintah Daerah
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5.1.02.02.001.00013

Belanja Jasa Tenaga

29.345.000.000,00

Pendid: 29.345.000.000,00 0,00
5.1.02.02.001.00014 | Belanja Jasa Tena
Kesehjatan ga 1.854.000.000,00 1.854.000.000,00 0,00
5.1.02.02.001.00016 | Belanja Jasa Tenaga 100.440.000,00 100.440.000,00
Penanganan Prasarana dan d ) ’ ' 0,00
Sarana Umum
5.1.02.02.001.00023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis 1.739.896.000,00
- Pertanian dan Pangan ) 1.739.896.000,00 0,00
-1.02.02.001.00026 | Belanja Jasa Tena 109.500.
e, ga 000,00 109.500.000,00 0,00
5.1.02.02.001.00027 | Belanja Jasa Tenaga Operator 2.464.000.000,00 2.464.000.000,00 0,00
Komputer ? ’
5.1.02.02.001.00029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli 25.089.337.828,00 25.089.337.828,00 0,00
5.1.02.02.001.00030 | Belanja Jasa Tenaga 26.230.230.000,00 26.230.230.000,00 0‘00
Kebersihan '
5.1.02.02.001.00031 | Belanja Jasa Tenaga 21.329.132.000,00 21.329.132.000,00 0,00
Keamanan
5.1.02.02.001.00032 | Belanja Jasa Tenaga Caraka 509.600.000,00 509.600.000,00 0,00
5.1.02.02.001.00033 | Belanja Jasa Tenaga Supir 3.319.484.000,00 3.319.484.000,00 0:00
5.1.02.02.001.00035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
Mekanik dan Listrik
5.1.02.02.001.00037 | Belanja Jasa Juri 420.000.000,00 420.000.000,00 0,00
Perlombaan /Pertandingan
5.1.02.02.001.00040 | Belanja Jasa Tenaga Operator 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00
Tiket
5.1.02.02.001.00043 | Belanja Jasa Penulisan dan 436.000.000,00 436.000.000,00 0,00
Penerjemahan
5.1.02.02.001.00047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan 13.607.463.818,00 13.607.463.818,00 0,00
Acara
5.1.02.02.001.00053 | Belanja Jasa Pengukuran 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Tanah
5.1.02.02.001.00055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, 3.224.263.000,00 3.224.263.000,00 0,00
Film, dan Pemotretan
5.1.02.02.001.00060 | Belanja Tagihan Air 389.380.500,00 389.380.500,00 0.00
5.1.02.02.001.00061 | Belanja Tagihan Listrik 5.076.130.468,00 5.076.130.468,00 0,00
5.1.02.02.001.00062 | Belanja Langganan 119.050.000,00 119.050.000,00 0,00
Jurnal/Surat Kabar/Majalah
5.1.02.02.001.00063 | Belanja 6.810.004.850,00 6.810.004.850,00 0,00
Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan
5.1.02.02.001.00064 | Belanja Paket/Pengiriman 1.639.266.061,00 1.639.266.061,00 0,00
5.1.02.02.001.00067 | Belanja Pembayaran Pajak, 859.130.000,00 859.130.000,00 0,00
Bea, dan Perizinan
5.1.02.02.001.00071 | Belanja Lembur 8.005.361.000,00 8.005.361.000,00 0,00
5.1.02.02.001.00073 | Belanja Medical Check Up 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00
5.1.02.02.001.00077 | Belanja Jasa Pelayanan §75.000.000,00 875.000.000,00 0,00
Kesehatan bagi Non ASN
5.1.02.02.001.00080 | Belanja Honorarium 6.225.400.000,00 6.225.400.000,00 0,00
Penanggungjawaban
Pengelola Keuangan
5.1.02.02.001.00081 | Belanja Honorarium 1.443.030.000,00 1.443.030.000,00 0,00
Pengadaan Barang/Jasa
5.1.02.02.002 Belanja luran 69.428.526.086,00 69.428.526.086,00 0.00
Jaminan/Asuransi
5.1.02.02.002.00002 | Belanja Kontribusi Jaminan 59.404.624.138,00 59.404.624.138,00 0,00
Kesehatan bagi PBI
5.1.02.02.002.00009 | Belanja Pembayaran 10.023.901.948,00 10.023.901.948,00 0,00
Pelayanan Kesehatan di luar
Cakupan Layanan BPJS
5.1.02.02.003 Belanja Sewa Tanah 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
5.1.02.02.003.00035 | Belanja  Sewa Lapangan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
Lainnya
5.1.02.02.004 Belanja Sewa Peralatan dan 40.759.638.000,00 40.759.638.000,00 0,00
Mesin
5.1.02.02.004.00035 | Belanja Sewa Kendaraan 13.685.842.000,00 13.685.842.000,00 0,00
Dinas Bermotor Perorangan
5.1.02.02.004.00036 | Belanja Sewa Kendaraan 6.858.494.000,00 6.858.494.000,00 0,00
Bermotor Penumpang
5.1.02.02.004.00037 | Belanja Sewa Kendaraan 3.342.000,00 3.342.000,00 0,00
Bermotor Angkutan Barang
4.190.000.000,00 4.190.000.000,00 0,00

5.1.02.02.004.00049

Belanja Sewa Alat Angkutan
Apung Bermotor untuk
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Penumpang

5.1.02.02.004.00054

Belanja Sewa Alat Angkutan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
Apung Tak Bermotor untuk
Penumpang
5.1.02.02.004.00057 | Belanja Sewa Kapal Terbang 13.779.700.000,00 13.779.700.000,00 0,00
5.1.02.02.004.00123 | Belanja Sewa Alat Rumah 489.660.000,00 489.660.000,00 0,00
Tangga Lainnya (Home Use)
5.1.02.02.004.00132 | Belanja Sewa Peralatan 1.692.600.000,00 1.692.600.000,00 0,00
Studio Audio
5.1.02.02.005 Belanja Sewa Gedung dan 22.789.090.780,00 22.789.090.780,00 0,00
Bangunan
5.1.02.02.005.00001 | Belanja Sewa  Bangunan 3.366.667.980,00 3.366.667.980,00 0,00
Gedung Kantor
5.1.02.02.005.00009 | Belanja Sewa Bangunan 18.982.422.800,00 18.982.422.800,00 0,00
Gedung Tempat Pertemuan
5.1.02.02.005.00025 | Belanja Sewa  Bangunan 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00
Terbuka
5.1.02.02.005.00039 | Belanja Sewa Rumah Negara 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
Golongan 11
5.1.02.02.008 Belanja Jasa Konsultansi 24.750.000.000,00 24.750.000.000,00 0,00
Konstruksi
5.1.02.02.008.00001 | Belanja Jasa Konsultansi 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
Perencanaan Arsitektur-Jasa
Nasihat dan Pra Desain
Arsitektural
5.1.02.02.008.00002 | Belanja Jasa Konsultansi 11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00
Perencanaan Arsitektur-Jasa
Desain Arsitektural
5.1.02.02.008.00005 | Belanja Jasa Konsultansi 5.750.000.000,00 5.750.000.000,00 0,00
Perencanaan Arsitektur-Jasa
Arsitektur Lainnya
5.1.02.02.008.00008 | Belanja Jasa Konsultansi 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
Perencanaan Rekayasa-Jasa
Desain Rekayasa  untuk
Pekerjaan Teknik Sipil Air
5.1.02.02.008.00014 | Belanja Jasa Konsultansi 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
Perencanaan Penataan
Ruang-Jasa Perencanaan dan
Perancangan Perkotaan
5.1.02.02.008.00019 | Belanja Jasa Konsultansi 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 0,00
Pengawasan Rekayvasa-Jasa
Pengawas Pekerjaan
Konstruksi Bangunan
Gedung
5.1.02.02.008.00032 | Belanja Jasa Konsultansi 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
Lainnya-Jasa Konsultansi
Lingkungan
5.1.02.02.009 Belanja Jasa Konsultansi Non 10.348.000.000,00 10.348.000.000,00 0,00
Konstruksi
5.1.02.02.009.00002 | Belanja Jasa Konsultansi 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00
Berorientasi Bidang-
Transportasi
5.1.02.02.009.00005 | Belanja Jasa Konsultansi 2.550.000.000,00 2.550.000.000,00 0,00
Berorientasi Bidang-
Pertambangan dan Energi
5.1.02.02.009.00007 | Belanja Jasa Konsultansi 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00
Berorientasi Bidang-
Pendidikan
5.1.02.02.009.00008 | Belanja Jasa Konsultansi 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
Berorientasi Bidang-
Kesehatan
5.1.02.02.009.00011 | Belanja Jasa Konsultansi 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00
Berorientasi Layanan-Jasa
Survei
5.1.02.02.009.00014 | Belanja Jasa Konsultansi 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
Berorientasi Layanan-Jasa
Khusus
5.1.02.02.012 Belanja Kursus/Pelatihan, 18.271.940.700,00 18.271.940.700,00 0,00
Sosialisasi, Bimbingan Teknis
serta Pendidikan dan
Pelatihan
5.1.02.02.012.00001 | Belanja Kursus 10.252.000.000,00 10.252.000.000,00 0,00
Singkat / Pelatihan
5.1.02.02.012.00002 | Belanja Sosialisasi 4.837.340.700,00 4.837.340.700,00 0,00
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5.1.02.02.012.00003

Belanja Bimbingan Teknis

1.467.000.000,00

1.467.000.000,00

0,00

5.1.02.02.012.00004

Belanja Diklat Kepemimpinan

1.715.600.000,00

1.715.600.000,00

0,00

5.1.02.02.015

Belanja Sewa Aset Tidak
Berwujud

4.050.000,00

4.050.000,00

0,00

5.1.02.02.015.00005

Belanja Sewa Aset Tidak
Berwujud-Software

4.050.000,00

4.050.000,00

0,00

5.1.02.03

Belanja Pemeliharaan

20.879.900.486,00

20.879.900.486,00

0,00

5.1.02.03.001

Belanja Pemeliharaan Tanah

0,00

0,00

0,00

5.1.02.03.001.00007

Belanja Pemeliharaan Tanah-
Tanah Persil-Tanah Persil
Lainnya

0,00

0,00

0,00

5.1.02.03.002

Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

8.802.340.000,00

8.802.340.000,00

0,00

5.1.02.03.002.00035

Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan
Darat  Bermotor-Kendaraan
Dinas Bermotor Perorangan

1.732.030.000,00

1.732.030.000,00

0,00

5.1.02.03.002.00038

Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan
Darat Bermotor-Kendaraan
Bermotor Beroda Dua

37.240.000,00

37.240.000,00

0,00

5.1.02.03.002.00043

Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan
Darat Bermotor-Alat
Angkutan Darat Bermotor
Lainnya

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

5.1.02.03.002.00049

Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan
Apung Bermotor-Alat
Angkutan Apung Bermotor
untuk Penumpang

20.240.000,00

20.240.000,00

0,00

5.1.02.03.002.00050

Belanja Pemeliharaan Alat
Angkutan-Alat Angkutan
Apung Bermotor-Alat
Angkutan Apung Bermotor
Khusus

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

5.1.02.03.002.00118

Belanja Pemeliharaan Alat
Kantor dan Rumah Tangga-
Alat Rumah Tangga-Mebel

29.250.000,00

29.250.000,00

0,00

5.1.02.03.002.00123

Belanja Pemeliharaan Alat
Kantor dan Rumah Tangga-
Alat Rumah  Tangga-Alat
Rumah  Tangga  Lainnya
(Home Use)

2.133.580.000,00

2.133.580.000,00

0,00

5.1.02.03.002.00133

Belanja Pemeliharaan Alat
Studio, Komunikasi, dan
Pemancar-Alat Studio-
Peralatan Studio Video dan
Film

250.000.000,00

250.000.000,00

0,00

5.1.02.03.002.00215

Belanja Pemeliharaan Alat
Kedokteran dan Kesehatan-
Alat Kedokteran-Alat
Kesehatan Rehabilitasi Medis

4.000.000.000,00

4.000.000.000,00

0,00

5.1.02.03.002.00410

Belanja Pemeliharaan
Komputer-Peralatan
Komputer-Peralatan Jaringan

150.000.000,00

150.000.000,00

0,00

5.1.02.03.003

Belanja Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan

11.455.560.486,00

11.455.560.486,00

0,00

5.1.02.03.003.00001

Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung Kantor

6.812.392.320,00

6.812.392.320,00

0,00

5.1.02.03.003.00004

Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung Bangunan
Gedung Tempat Kerja-
Bangunan Gedung Instalasi

1.323.888.166,00

1.323.888.166,00

0,00

5.1.02.03.003.00010

Belanja Pemeliharaan
Bangunan Gedung-Bangunan
Gedung TempatKerja-
Bangunan Gedung Tempat
Pendidikan

3.319.280.000,00

3.319.280.000,00

0,00

5.1.02.03.006

Belanja Pemeliharaan Aset
Tidak Berwujud

622.000.000,00

622.000.000,00

0,00

5.1.02.03.006.00005

Belanja Pemeliharaan Aset

622.000.000,00

622.000.000,00

0,00
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Tidak Berwujud-Software

g ;g;g:ml gcian_!a Pegalajman Dinas : 148.193.654.250,00 148.193.654.250,00 0,00
elanja  Perjalanan Dinas 148.193.654.250,00 148.193.654.250,00 0,00
Dalam Negeri ' '
5.1.02.04.001.00001 gt_slanja Perjalanan  Dinas 137.214.020.250,00 137.214.020.250,00 0,00
iasa ’
5.1.02.04.001.00003 | Belanja Perjalanan Dinas 9.564.920.000,00 9.564.920.000,00 0,00
Dalam Kota ’ I
5.1.02.04.001.00004 | Belanja Perjalanan Dinas 1.299.114.000,00 1.299.114.000,00 0,00
Paket Meeting Dalam Kota ‘ ,
5.1.02,04.001.00005 | Belanja Perjalanan Dinas 115.600.000,00 115.600.000,00 0,00
Paket Meeting Luar Kota ’
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa 43.619.886.600,00 43.619.886.600,00 0,00
untuk  Diberikan  kepada )
Pihak Ketiga /Pihak
Lain/Masyarakat
5.1.02.05.001 Belanja Uang yang Diberikan 43.619.886.600,00 43.619.886.600,00 0,00
kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain /Masyarakat
5.1.02.05.001.00001 | Belanja Hadiah yang Bersifat 1.248.000.000,00 1.248.000.000,00 0,00
Perlombaan
5.1.02.05.001.00003 | Belanja Beasiswa 39.621.886.600,00 39.621.886.600,00 0,00
5.1.02.05.001.00015 | Belanja Penyediaan Jaminan 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00
Block Seat
5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa 4.922.030.000,00 4.922.030.000,00 0,00
BOSP
5.1.02.89.001 Belanja Barang dan Jasa 4.922.030.000,00 4.922.030.000,00 0,00
BOSP-BOS
5.1.02.89.001.00001 | Belanja Barang dan Jasa 4.762.530.000,00 4.762.530.000,00 0,00
BOSP-BOS Reguler
5.1.02.89.001.00002 | Belanja Barang dan Jasa 159.500.000,00 159.500.000,00 0,00
BOSP-BOS Kinerja
5.1.04 Belanja Subsidi 9.800.000.000,00 9.800.000.000,00 0,00
5.1.04.03 Belanja Subsidi kepada 9.800.000.000,00 9.800.000.000,00 0,00
Badan Usaha Milik Swasta
5.1.04.03.001 Belanja Subsidi kepada 9.800.000.000,00 9.800.000.000,00 0,00
Badan Usaha Milik Swasta
5.1.04.03.001.00001 | Belanja Subsidi kepada 9.800.000.000,00 9.800.000.000,00 0,00
Badan Usaha Milik Swasta
5.1.05 Belanja Hibah 219.585.239.432,00| 221.085.239.432,00 1.500.000.000,00
5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, 218.307.474.632,00| 219.807.474.632,00 1.500.000.000,00
Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia
5.1.05.05.001 Belanja Hibah kepada Badan 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00
dan Lembaga yang Bersifat
Nirlaba, Sukarela dan Sosial
yang Dibentuk Berdasarkan
PeraturanPerundang-
Undangan
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00

5.1.05.05.001.00001

Belanja Hibah Uang kepada
Badan dan Lembaga yang
Bersifat Nirlaba, Sukarela dan
Sosial yang Dibentuk
Berdasarkan
PeraturanPerundang-
Undangan

5.1.05.05.002

Belanja Hibah kepada Badan
dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang
Telah Memiliki Surat
Keterangan Terdaftar

206.740.544.632,00

208.240.544.632,00

1.500.000.000,00

5.1.05.05.002.00001

Belanja Hibah Uang kepada
Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela dan Sosial yang

206.740.544.632,00

208.240.544.632,00

1.500.000.000,00

Telah Memiliki Surat
Keterangan Terdaftar
5.1.05.05.003 Belanja Hibah kepada Badan 5.566.930.000,00 5.566.930.000,00 0,00
dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan
5.566.930.000,00 5.566.930.000,00 0,00

5.1.05.05.003.00001

Belanja Hibah Uang kepada
Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela  Bersifat Sosial
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Kemasyarakatan

5.1.05.05.004

Belanja Hibah kepada
Koperasi

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

5.1.05.05.004.00001

Belanja Hibah Uang kepada
Koperasi

2.000.000.000,00

2.000.000.000,00

0,00

5.1.05.07

Belanja Hibah Bantuan
Keuangan kepada  Partai
Politik

1.277.764.800,00

1.277.764.800,00

0,00

5.1.05.07.001

Belanja Hibah Bantuan
Keuangan kepada  Partai
Politik

1.277.764.800,00

1.277.764.800,00

0,00

5.1.05.07.001.00001

Belanja Hibah berupa
Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik

1.277.764.800,00

1.277.764.800,00

0,00

5.1.06

Belanja Bantuan Sosial

22.410.000.000,00

22.410.000.000,00

0,00

5.1.06.01

Belanja Bantuan Sosial
kepada Individu

18.300.000.000,00

18.300.000.000,00

0,00

5.1.06.01.001

Belanja Bantuan Sosial Uang
yang direncanakan kepada
Individu

18.300.000.000,00

18.300.000.000,00

0,00

5.1.06.01.001.00001

Belanja Bantuan Sosial Uang
vang Direncanakan kepada
Individu

18.300.000.000,00

18.300.000.000,00

0,00

5.1.06.03

Belanja Bantuan Sosial
kepada Kelompok Masyarakat

3.510.000.000,00

3.510.000.000,00

0,00

5.1.06.03.001

Belanja Bantuan Sosial Uang
yang direncanakan kepada
Kelompok Masyarakat

3.510.000.000,00

3.510.000.000,00

0,00

5.1.06.03.001.00001

Belanja Bantuan Sosial Uang
yang Direncanakan kepada
Kelompok Masyarakat

3.510.000.000,00

3.510.000.000,00

0,00

5.1.06.04

Belanja  Bantuan Sosial
kepada Lembaga Non
Pemerintahan (Bidang
Pendidikan, Keagamaan dan
Bidang Lainnya)

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

5.1.06.04.001

Belanja Bantuan Sosial Uang
yvang direncanakan kepada
Lembaga Non Pemerintahan
(Bidang Pendidikan,
Keagamaan dan Bidang
Lainnya)

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

5.1.06.04.001.00001

Belanja Bantuan Sosial Uang
yvang Direncanakan kepada
Lembaga Non Pemerintahan
(Bidang Pendidikan,
Keagamaan dan Bidang
Lainnya)

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

5.2

BELANJA MODAL

580.933.678.647,00

580.933.678.647,00

0,00

5.2.01

Belanja Modal Tanah

20.109.000.000,00

20.109.000.000,00

0,00

5.2.01.01

Belanja Modal Tanah

20.109.000.000,00

20.109.000.000,00

0,00

5.2.01.01.001

Belanja Modal Tanah Persil

109.000.000,00

109.000.000,00

0,00

5.2.01.01.001.00004

Belanja Modal Tanah untuk
Bangunan Tempat Kerja

109.000.000,00

109.000.000,00

0,00

5.2.01.01.002

Belanja Modal Tanah Non
Persil

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

0,00

5.2.01.01.002.00009

Belanja Modal Tanah Non
Persil Lainnya

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00

0,00

5.2.02

Belanja Modal Peralatan dan
Mesin

20.575.078.922,00

20.575.078.922,00

0,00

5.2.02.01

Belanja Modal Alat Besar

20.404.000,00

20.404.000,00

0,00

5.2.02.01.003

Belanja Modal Alat Bantu

20.404.000,00

20.404.000,00

0,00

5.2.02.01.003.00004

Belanja Modal Electric
Generating Set

20.404.000,00

20.404.000,00

0,00

5.2.02.02

Belanja Modal Alat Angkutan

2.021.000.000,00

2.021.000.000,00

0,00

5.2.02.02.001

Belanja Modal Alat Angkutan
Darat Bermotor

2.021.000.000,00

2.021.000.000,00

0,00

5.2.02.02.001.00001

Belanja Modal Kendaraan
Dinas Bermotor Perorangan

836.000.000,00

836.000.000,00

0,00

5.2.02.02.001.00002

Belanja Modal Kendaraan
Bermotor Penumpang

530.000.000,00

530.000.000,00

0,00

5.2.02.02.001.00004

Belanja Modal Kendaraan
Bermotor Beroda Dua

655.000.000,00

655.000.000,00

0,00

5.2.02.02.003

Belanja Modal Alat Angkutan

0,00

0,00

0,00
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Apung Bermotor

5.2.02.02.003.00002

Belanja Modal Alat Angkutan

0,00

Apung  Bermotor  untuk - Qeas
Penumpang

5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 906.584.200,00 906.584.200,00 0,00

5.2.02.04.001 Belanja Modal Alat 906.584.200,00 906.584.200,00 0‘00
Pengolahan !

5.2.02.04.001.00010 | Belanja Modal Alat 906.584.200,00 906.584.200,00 0,00
Pengolahan Lainnya

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor 8.890.532.262,00 8.890.532.262,00 0,00
dan Rumah Tangga

5.2.02.05.001 Belanja Modal Alat Kantor 260.580.600,00 260.580.600,00 0,00

5.2.02.05.001.00003 | Belanja Modal Alat 79.450.600,00 79.450.600,00 0,00
Reproduksi (Penggandaan)

5.2.02.05.001.00005 | Belanja Modal Alat Kantor 181.130.000,00 181.130.000,00 0,00
Lainnya

5.2.02.05.002 Belanja Modal Alat Rumah 8.629.951.662,00 8.629.951.662,00 0,00
Tangga

5.2.02.05.002.00001 Belanja Modal Mebel 4.081.442.184,00 4.081.442.184,00 0,00

5.2.02.05.002.00003 | Belanja Modal Alat Pembersih 40.438.576,00 40.438.576,00 0,00

5.2.02.05.002.00004 | Belanja Modal Alat Pendingin 1.248.638.400,00 1.248.638.400,00 0,00

5.2.02.05.002.00005 | Belanja Modal Alat Dapur 248.260.000,00 248.260.000,00 0,00

5.2.02.05.002.00006 | Belanja Modal Alat Rumah 2.963.087.772,00 2.963.087.772,00 0,00
Tangga Lainnya (Home Use)

5.2.02.05.002.00007 | Belanja Modal Alat Pemadam 48.084.730,00 48.084.730,00 0,00
Kebakaran

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, 2.019.054.660,00 2.019.054.660,00 0,00
Komunikasi, dan Pemancar

5.2.02.06.001 Belanja Modal Alat Studio 1.979.987.660,00 1.979.987.660,00 0,00

5.2.02.06.001.00002 | Belanja Modal Peralatan 1.940.854.434,00 1.940.854.434,00 0,00
Studio Video dan Film

5.2.02.06.001.00003 | Belanja Modal Peralatan 8.931.626,00 8.931.626,00 0,00
Studio Gambar

5.2.02.06.001.00005 | Belanja  Modal Peralatan 30.201.600,00 30.201.600,00 0,00
Studio  Pemetaan /Peralatan
Ukur Tanah

5.2.02.06.002 Belanja Modal Alat 39.067.000,00 39.067.000,00 0,00
Komunikasi

5.2.02.06.002.00001 Belanja Modal Alat 39.067.000,00 39.067.000,00 0,00
Komunikasi Telephone

5.2.02.08 Belanja Modal Alat 2.035.792.200,00 2.035.792.200,00 0,00
Laboratorium

5.2.02.08.003 Belanja Modal Alat Peraga 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
Praktek Sekolah

5.2.02.08.003.00016 | Belanja Modal Alat Peraga 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
Praktik Sekolah Lainnya

5.2.02.08.007 Belanja Modal Alat 35.792.200,00 35.792.200,00 0,00
Laboratorium Lingkungan
Hidup

5.2.02.08.007.00002 | Belanja Modal Alat 35.792.200,00 35.792.200,00 0,00
Laboratorium Kualitas Udara

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.671.157.600,00 4.671.157.600,00 0,00

5.2.02.10.001 Belanja Modal Komputer Unit 3.746.770.200,00 3.746.770.200,00 0,00

5.2.02.10.001.00002 | Belanja Modal Personal 3.416.770.200,00 3.416.770.200,00 0,00
Computer

5.2.02.10.001.00003 | Belanja Modal Komputer Unit 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00
Lainnya

5.2.02.10.002 Belanja  Modal Peralatan 924.387.400,00 924.387.400,00 0,00
Komputer

5.2.02.10.002.00003 | Belanja Modal Peralatan 894.387.400,00 894.387.400,00 0,00
Personal Computer

5.2.02.10.002.00004 | Belanja Modal Peralatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Jaringan

5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 10.554.000.00 10.554.000,00 0,00

5.2.02.18.001 Belanja Modal Rambu-Rambu 10.554.000,00 10.554.000,00 0,00
Lalu Lintas Darat

5.2.02.18.001.00003 | Belanja Modal Rambu-Rambu 10.554.000,00 10.554.000,00 0,00
Lalu Lintas Darat Lainnya

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan 445.691.768.925,00| 445.691.768.925,00 0,00
Bangunan

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan 430.686.769.125,00| 430.686.769.125,00 0,00
Gedung

5.2.03.01.001 Belanja Modal Bangunan 420.686.769.125,00 | 420.686.769.125,00 0.00

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































